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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 24 TAHUN 2016  

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG 

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa perubahan ketentuan dalam 

penerapan standar pelayanan penetapan kelembagaan 

instansi pemerintah serta penambahan jenis layanan di 

lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 

2013 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi; 
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Mengingat :  1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republk Indonesia Nomor 5357); 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 89); 

5. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang 

Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 

Tahun 2014-2019; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 

16 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI 
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LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. 

 

Pasal I  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 

2013 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Penetapan Standar Pelayanan pada Unit Organisasi Kerja 

pelayanan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan 

implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

yang bersifat perumusan kebijakan, regulasi, pengendalian 

dan pengawasan, termasuk kategori pelayanan tidak 

langsung, yang meliputi layanan: 

a. Data dan Informasi, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini; 

b. Konsultasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini; 

c. Audiensi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini; 

d. Penyediaan Narasumber, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini; 
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e. Advokasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan 

Reformasi Birokrasi, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini; 

f. Penataan Kelembagaan, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini; 

g. Pengadaan Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

h. Pengaduan Pelayanan Publik, sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

i. Informasi Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini; 

j. Peminjaman Buku Perpustakaan, sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

k. Penetapan Tunjangan Kinerja Instansi Pemerintah, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini; 

l. Penetapan Kelas Jabatan, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini; dan 

m. Penetapan Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 2  

a. Pimpinan Unit Kerja Eselon I (Deputi Bidang Reformasi  

Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; Deputi 
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Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana; Deputi Bidang 

Sumber Daya Manusia Aparatur; dan Deputi Bidang 

Pelayanan Publik) untuk layanan: 

1) Data dan Informasi; 

2) Konsultasi; 

3) Audiensi; dan 

4) Penyediaan Narasumber.  

b. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, 

dan Pengawasan, untuk layanan: 

1) Advokasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan 

Reformasi Birokrasi; dan 

2) Penetapan Tunjangan Kinerja Instansi Pemerintah. 

c. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, untuk 

layanan Penataan Kelembagaan. 

d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur untuk 

layanan: 

1) Pengadaan Formasi Pegawai Negeri Sipil; 

2) Penetapan Kelas Jabatan; dan 

3) Penetapan Jabatan Fungsional. 

e. Pimpinan Unit Kerja Eselon I, dan Kepala Biro Hukum, 

Komunikasi dan Informasi Publik, untuk layanan: 

1) Pengaduan Pelayanan Publik; dan 

2) Layanan Informasi Publik. 

f. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, 

untuk layanan Peminjaman Buku Perpustakaan. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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